BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWES] SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

Menimb&"mg

MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGA MAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI WAJO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana ftelah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah, berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-
2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan oleh Pemerintah
Pusat, sehingga perlu diubah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
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Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor [ Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perun&ang—undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6398);

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495} sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipte. Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);




13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telgh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617 8);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan%




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksahaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Care Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cari. 7%
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32.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunar; Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
{(Berita Negara Republik .Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunaan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan  Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 283);

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengarusutemaan Gender dalam
Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Tahun 2018-2023 {Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan  Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2012 Nomor 66);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2015 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Waje Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dar; &




Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor
109);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Wgajo Tahun 2020

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 127};

Memperhatikan :  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2010-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114,
diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21A,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom:;




3. Bupati adalah Bupati Wajo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

35. PBesmneanaan adalah suaty proses untuk menentukan tindakan masa
ddppen yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumhéber daya yang tersedia;

66. PPmhbangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia;

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adaleh suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemanghku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktny
tertentu;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumer perencanaan
pembangunan kabupaten untuk perlode 20 (dua puluh) tahun
terhitung mulal tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPBJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk perioede 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019-2024;

10. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan vyang
diinginkan pada akhir periode perencanaan;

11. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi;

12. Strategi adalah langkah-langka berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan;

14. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan
Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan
aspirasi masyarakat melalui reses;

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
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16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tetangga
yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tetangga adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 {lima)
tahun Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo;

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten,/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah;

18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah selanjutnya disingkat Bapelitbagda adalah Perangkat Daersh
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan di daerah;

19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah;

20. Program adalah bentuk instrumen Kkebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
Sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa
pioritas;

21A. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran secara terukur pada suatu kegiatan dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua Jenis sumberdaya, sehagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran {output) dalam bentuk
barang atau jasa prioritas;

22. Sasaran Pembangunan adalah target atau hasil pembangunan dari
Suatu program atau keluaran pembangunan yang telah dituangkan
dalam perencanaan pembangunan;
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23. Indikator Pembangunan adalah alat ukur spesifik secara kualitatif atay
kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau
dampak yang mengambarkan tingkat capaian pembangunan pada
program atau kegiatan;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencans keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

25. Pelaksanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan
selama 1 tahun dan / atau 1 periode yang ditentukan dan tertuang
dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Diantara ayat { 1) dan ayat (2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (1A}, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB 111
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
Pasal 6

(1}  Dokumen RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab Pendahuluan;

Bab I Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Gambaran Keuangan Daerah;

Bab 1V Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

Bab VI  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah;

Bab VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
Bab IX Penutup.

(1A} Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disesuaikan dengan
RPJMN Tahun 2020-2024.

(2) Isi dan wuraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) den
ayat (1A} tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipken 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 134,

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 13A
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang telah ada
sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

4. Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
dan lampiran Ii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 13 Oktober 2021

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal,

TARIS DAERAH KABUPATEN WAJ({b\,

KL
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR .08




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJQ
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD} Kabupaten
Wajo Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran visi dan misi Bupati
sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024
adalah “Pemerintah Amanah Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”.
Pemerintahan yang memenuhi kaidah tata kelola vang baik serta
menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai
dasar masyarakat Wajo dengan kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang
memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan
daerah.

Berdasarkan ketentnan Pasal 264 ayat (5} Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat
diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 » mengatur bahwa perubshan
RPJMD dapat dilakukan apabila:

a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri
ind;

(b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukken bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
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() terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan

perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;'

2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Wajo
dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam
RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan
amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh
dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan
dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas
dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD
dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Wajo yang memuat Program
Prioritas, kegiatan dan sub kegiatan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tghun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal ]

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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